LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 12 TAHUN 1999 SERI:B NOMOR: 11
.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT NIAS
NOMOR 20 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERAILKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

enimbang  : a. bahwa penggunaan Minuman Beralkohol dapat
menimbulkan Gangguan Kesehatan, gangguan
Ketentraman/Ketertiban ~ masyarakat  dan
mengurangi etos kerja bagi peminumnya;

b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas maka
peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol
dimaksud perlu dikendalkan dan ditertibkan.

2. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas,
perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Menginpat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom
Kabupaten-Kabupaten  dalam  Lingkungan
Daerzh Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
: Negara Tahun 1956 MNomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092):




. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3373);

. Peraturan Pemernintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Retrnibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997

tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pejak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Keputusan Menten1 Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan Retnbusi
Daeraly



10. Keputuean Menteri Dajam Negeri Nomor 175 Tzhun 1997 lentang
Tata Cara Pemeriksazn di bidang Retribusi Daerah ;

11. Xeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, temang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dazsrah.

D<ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dasrsh tingkat IT Nias,
MEMUTUSKAN:

Menetagken ! PERATURAN DAERAE KABUPATEXN DAERAH TINGKAT I
NIAS TENTANG RETRIBUSI JZIN TEMPAT PENJUALAN
NMINUMAN BERALKGHOL.

BABI
XKETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Perahaan Daereh iui yang cimaksud dengan :

a Daerah adalah Kabupates Daerah Tiaghet It Nias.

0. Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupaien Daarzh
Tingkat T Mias. )

c. X=pala Daerah adalah Bupati Kepala Daecah Tingkat [T Mies,

d. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang menogandung etam} yang
divrosss dart bahan hasil pertanisn y=ng mengancung kartohidrat
deagan cara permentasi doo destilasi aton fermentasi tanpa destilesi
baik denean cara membertkan perlakukan terlebih dahulu ateu tGdak,
menambahkan bahan inin aan tidak, maupun yang diproses dengan
meancampur koasenfrai desgan etanol atau dengau cara pengenceran
minuman yary wengandung alkohol.

e. Izin adalah ILzin tertulis bagi tempat penjualas minuman beratkohol

dalam kemasan afau diminum diternpat peojualan yang diberikea oleh

Xepala Daerah.

Tempat penjualas minuman beralkoho] zdalsh semua tempat yaag

menjual mizuman parallofiol dalam kemasan secara eceran maroupun

dirninum langsung ditempst penjualan.

g Pengawasan tempat pemjualan  miguman  beralkohol  adalah

pengawasan yasg dilakikan oleh  Xepala Dazrah  ierecap

t2mopat’okasi peegedaran dan penjualan minuroan beratkobol.

Tim Pengzwassn dan Peugendalian tempatflokasi dan penjualan

1 minuman beralkohol adalah Tim veng dibentuk Kepata Daersh yaog

baranggoetikan Inswanst Terkait di Dasrah yang beriugas membantu
Keoala Duerah melakiken  FPeazawesan  dan pengeocalian
tempat/lokasi pengacaran dez piojualan minuman beralkobol seca
ks wizas-hugas laia vang diberikaa of=h Xepala Dasrah
CWajib Rembust adaion z pribadi atsu badz

™
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“a

Surat Ketetapen Re:rrisi Daerah ymg selanjumya disingkat SKRD
adalah Surat Keputesaa vang meaentukan besarnya jumlah Retribusi
yang lerutizg;

Surat Setoran Retritusi Daerah untuk selanjutoya disingkat SSRD
adalah surat yangz “imigckan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran 2lau 5w oran retribusi yang lecetang ke Kas Daerah
atau tempat lain vaie ditstapkan oleh Kepala Daerah

_.Surat Ketetanza Re sibasi Dasrah Kurang Bayar urtuk selanjutnya
digingkat SERDYE  adalah Surar Keputiean yang menentukan
besarnya jum'ah Reivicusi yang terutang |, fwnlah kredit Retribusi ,
Jumlah Kelmrangz= Pombayaran Pokok Retribusi, Besarnya Sanksi
admimstrast ¢an jumlas vang harus dibayar;

Surat Ketztana vsi Daerah Kureng Bavar Tambahan unfuk
selanjutava di SKRDKBT adalah surat kepuiusan yang
menentukan tzmoahzy utas jumlzh retribusi yung telab ditetapkan ;

SInRg

. Surat Ketetapan Beiribusi Dasral Lebib Bavar uamk selanjutnya

disingkat SKRDLE adalah Sural Keputusan yang menentukan jumlah
kradit Retribusi Iebih besar dart retribusi yang terutang atau tidak
seharusrya tenutong ;

. Surat Tagihan Retribusi Dasrabh veatuk seianjmya disingkat STRD

adalah Surat vatk melakukan tegilen Retwribusidan otau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau asada

Perasriksaan  adalah  secangkaian  kegiatan  untnk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan sian keterangan lainoya dalam
rangka pengewsszn Kepahan pemenuban kewajiban retribusi
berdasarkan Perahiran Psiundang-undangan yang berlaka

BAB I

GOLONGAN DAY TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN FERALKOHOL

Pasal 2

Minumann beralioho! 2i7:-!ompokkan dalzm golongen sebagai berikut :

tJ

[o9)

. Mipuman beralko

Golongen A adaleh minuman Berzlkobol
1 9% (5am: perseratus) saomai dengam S % (lima

denean ndzr 2t

perseraius).

: ] R 8 ] e
. Minuman Berzikoha} Golongan B adalah minumen beratkohol cenzan

“adar stanoi lebih dari 5 % {lima perserarus) ssmpai dengan 20 %
(due puluh perserzius).

Minuwnean Beraike!
‘cadar etanol iehil 4
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"~
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(1)

(2

i

a. Comk muzenaan oera.l}\onol golongan A :

1 Hotel bv*rbmtang 3,4dan5;

2. Res’om denqan tanda talam kencana dan selaka ;
3. Bar, Pob dan Xlab Malam ;
4 Tempat tert2ntu yang diizinkan Kepala Daerah

b. Uuinkmmrm bera]kohol golongan BdanC:

Eoatet '°rbu'_:mg 3, 4 d:m 5;

Restorandengan tand.a talam kencana dan selaka
Bar, Pub dan Klab Malam ;

Tempat lertzom yang diizinkan Kepala Dasrah

T RO

Tsmpat peajealan mionman beralkobol dalam kemasan hanya dapat
dilaknkan di :

a Toko yang diiztnkan Kepala Daerah ;
b. Pasar Swalaven dan sejenisnya ;
¢. Tempat tertepru vang dizinkan oleh Kepala Daerah

Tempat muienan beraikohol yang mengandung rempah-rempah

Jand dan ssisnisnya unok tijuan kesehatan yang kadar alkohol

cstivgm-tizezmon 15 %% (lime belag percerams) hanya dapat
dilaiaikan :

a. Wanmg / ldos terteatu yang diizinkan olen Kepala Daeran uoak
dijual lengsung dirainen: ditempat penjualan ;

b. Pasar Swaiayan, Toko / warung tertentu yang diizinksn oleh
Kepala Daecah untuk dijual secara eceran

BAB I
PERIZINAN
Pasal 4

Diloranz melzkukan kegratan usaha aas tempat/lokas: pemjualan
minemun berafkehol di walayzh Kabupaten Dasrah Tingkat I Nias
tznpa 1210 termlis dart Xepala Daerah ;

rotuk mewnganadion in Tempat Pemjuaizn Minumen Bereikonol,
seliap orang azu Badan barus meugajukzn permononan secara
tzrrlis kepaca Kepata Daerah dengza dilengkept syarat-syard yang
Zitetapian oleh Kepala daerah;

"=in s=bagaimana dimzksud pada zyat (1) Pasal imi bagya dibenkan
w23 emear ¢oiskast vang memenuhn svaat sesua Kersmma
Seranran Penmdanz-indanzan yang berlaka |

'=in sebagmimagas dimaksud aya (2) Pasal ini terdin cai
2 "1 Tempa Penjualan Minman Beraikonol Uk Dimamm Gt

el 4:"

Teugar Panivian Minunan Beralkezel wmnw dijual Siam

s




Pasal &

(1) Izin tempa ¢ 'ckasi penjualan mimman beralkohol sebagaimana
dimaksud dalzn avat (1) Pasal 4 beriakn sefzma 5 (lima) Tatum dan
harus didafter ulang sstigp Tahun;

(2} Beutuk dan Ta cara perizinan tempat / lokasi peujualan miraman
beratiohol drp perpznjangannya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

(3) Izn tempai / lokasi penjualon mimuman beralkohol tidak boleh
dipindah tangmkan kepada pihak lain kecuvali degen izin dari
Kepala Dacrah

BAB IV

LARANGAN

-

Pasal §
(1) Dilarmg renjesl rminuman beraikohol :

2 Ditzmput wmm seperti © warungfdos minuman, gelanggeng
remeja gelenggang olah rags, kantn, rumeh billyard, gelenggsng
permainan dan Vetengknsan, panti pijer, kald lima, terminal,
stasivn kios-os kacil penginapan remsja dan bumi perkemehar,

b. Berdeketan dengan tempat ibadsh, sekoleh, nmneh sakit dan
Demukimzn ;

¢. Ditemoai ¢ lokasi tertentu yang ditetapken ojeh Kepala Deerah ;

d. Kepada anak yang usinnya belum mencapai 21 {dua puluh sstu)
Tahun

{2) Penjuslan mivmen berelkohol imtuk dimimm ditempat penjulen
h.mva diperbolehicrn mulal jam 12.00 sampai dengen jem 22.69
sl seterapat kecuali untuic pemjulen di Bar, Diskotk, Club

E‘-!aiﬁm atan sejeaisnya mulai jam 20,00 sampal dengan jam 0000

(3) Padn hari l{5er diluar harl rave keagamaan wala pecjulm pads
malon han S0 diperpmEijang cengan maksimum 2 (cus) jem,
yang pelaks:mismy2 2 ditetapkon Kepala Dasresll

Pasal 7
Toke bebas bea (D Fee skop) dilarang menjulz minapan perakenol
zolongan B dan C securs 2ceran kanada

cud dalzm Prranman

i DAunflk el

-
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r
i
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BAaB 7
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal ¢

Dengan nama Retribusi ‘penjualan minumen gung menganding alko
hol dipungut Retribusi Izin tecpet.Penjuilan Minumen Zer -

alkchol.
Pasal 9
Objek Retnbusi 2dzlah. pelayanan atas pemberizn izin tempat -
venjualen minuman beralkohol. D
Pasal 10

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan atau badan hukum

yong cengusabaizan tempat penjualan asinuman beralkoLol,

3 A3 VIX

PENGGOLONCAN RETRIBUST

Pagsal 10

Besamnya retribusi ditatapken selogoi berikut

(1) Penjuslen minuman beralkobel dalem kemasan olch -
sub distribubur setesar K. 15.000.000,- (Licz Zelas
juta mupina)

(2) renjuslan minucan beralkobol dalan kemcsan oleh pe —
rzecer seiesar i 1,250.000,~ (Satu Juts Dus foius -

Tiga P

Lizg Puluh Ribu 2miahn), -




PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 11

(1) Setiap wajib Retribusi yang memerlukan pelayanan harus mengisi
fornudir Surat Pemberitahuan Retribusi Dagreh (SPTRD) sebagsi
pembuatan Daftar Induk Wejib Retribusi dan Pemberinma Nomeor
Pokek Wejib Daftar Retribusi Daerah (NPWPRD) serta penetapan
besaruya retribusi terutang.

(2) Bentuk forrmulir SPTRD, syarat-syarat dan tata cara pendafiaran
ditenivkan lebih leajut olsh Kepala Daerah.

BAR KX
PENETAPAN
Pasal 12

(1) Penetapan Retribusi didasarkan pada SPTRD yang di guknn aleh
Wajib Retribusi dengan meperditkan SKRD . L NES
dipersamaxor.

(2) TerhadapWajib Retribusi yang tidak mengajukan SPIRD
diterbitkan SKRD secara fabatan.

Pasal 13

Apabila berdasarkan Easil pemeriksaan diketemukan data baru dan atm
vang seomia belum terungkap yang menysbabkan penambahan jumlah
retribusi yaig teruiang, maka diterbitkan SKRD taxnbahan.

Pasal 14 dan

-

(1) Bentuk dsn isi SPTRD, SKRD, SKRD Jabatzn, SKRD Tambehen
ataz Dokumez =iz yama div waakan dicctaskea -iet Kepela
Dasreh

{2) Tala cara pelaisunasn penetapan ditstapkan olen Kepala Dacrah

BAB X
PEMBAYARAN
Pasal 15

_—
—
-

Pembayaran Remibusi dilekuban di
yang ditmjul seseal wak i
SFRD, Dokumien lawn w=ps dipers:
Jebatan

{2} Walkn den terzpat pembayera sehaganniena cimeaksud pada avat (1)
Pasal in} diistzokea oieh Xepala Daeran



i3) Dalam bl Wajib Rewibust tidak dapat wemenuhi pembayaran

secara junas/sekalicus sebagaimana dimaksud Wajib Retribusi
dapat menzajukan permiohonan pembayaran secara angsuran kepada
K=pala Daersh azzu Pejabat lain ditunjuk

(4) Tata cara penyelesaian pembayaran secara 2agsuren sebagaimana

(1

I~
~

(1)

2)

dimaksud pada avat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerak

Dalfam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayara retribusi sesuai
dengan wzktn pembayaran vacg telah ditentukan, Wajib Retribusi
dapat mengajukon permohonan pemundsan pembayaran kepada
Kepala daerah arzu Pejabat yang dilnmjuk.

Tata cara pemundzan pembayaran sebagairnsna ditnaksud pada ayat
(5) Pasal i1 ditetapkan oleh Fepala Daerah

Arabila pembavaran retribusi  dilaknkan setelah wakin yang
diteragkan oleh Kepals duerah sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat
(4) dar ayat (6) pasal ini kuracg membayar, mazka dikenakan sanksi
administrast benma bunga sebesar 2 % (dua perscranis) sctiap
Lulan dan retribusi yang terutang yang tidak atan kurang dibayar
dun ditagih dengza menggunakaa STRD.

7 Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Kepzla Dasrai.

Pasal - 16
P=mbava.'7'1 remibust atas SKRD, SKRD  Jabatan, SKRD
Tamhshal s J*?\..J’ diborikan Iendashukiderpacheyaniits
Bemuk dzn isi tmda bukt pembaymran ditetapkan oleb Kepala
Dasrah
BAR XI
PENMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 17
SKRD, Dokumen laimya yang dipersamckan, SKRD Jabetan
sebagaimene dimaksud Pasai 12, SKRD Tambahsn sebagaimena
dimaisud cada Pasal 13 dan STRD sebagaimava dimaksud dalam
Pasal ]S ayat (7) dibukakan menurut golongsa jeais dan ruang
lingkup rabust.

Tata cera pambukuan ditetapkan lebih lanjut oleh Kzpala Dasran

Pusal 18

T:a cara pelascran pegerimazn ritmibusi ditetapkan olen XKepala

Zeraht

A B XO

[«Z]

PEINAGIHAN
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Pasz! 19

(1) Surat teguranperingatan/surat laimmya yang sejenis merupakan awal
tivdakan pelawsanaan penagihzn retribusi.

(2) Pererbitan szt tequran/peringatan/swat lainnya yang  sejenis
sebagaimana dimeksud ayat (1) Pasal ini dilakukan 7 (tujub) bari
setefah jatuh ferepo pembayaran dimaksd dalam SKRD, SKRD
Jabatan, SFRD Tambahan dan STRD.

(3) Bentk, isi serzt teguren/peringatan/surat lainnya yang sejenis
ditetapkan oleh K epalaDaemh

Pesal 20
D>
(1) Hek untuk s=laiuban pensgihan redbusi, kadaluarsa setslah
melampaui  jagin waktu 3 (liga) tabhm terhinmg sejek sast
terutangrya  retribusi, kecuall zpabilawajip retribusi melakulken
tindak pidana dibidang retribusi -

{2) Kedaluasa peaagihen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) Pasal im tertangguh epabila:

a Diterbiticannwn surat tegiren ;
b. Adanya pemgziman utsng retribusi dariwajib Retribusi baik
langsung mavpen tidak langsung

Pasat 21

Tata cara penagha dan  penghapusan tc:'hadap piutang retridusi
ditetapkan oleh Kepala Dasrah.

BAB XIO
KEBERATAN
Pasal 22

(1} Wajib retribusi dapat mengzjukan keberazn kepada Kepala Daersh
atan Pejabat yaug ditmjuk zzs SKRD, SKRD Jabatza, SKRD
Tambahan

(2) Keberatan diajukan secara terwulis dalam Bahasa Indonesia dengzn
diserati alzsan-aiasmn yang j2(ss.

{3) Keberatun hans iapukan dafam jangka waku paling lama 2 {cua)

bulan s2jzk tanggai ReteTangan P-*tr..,u i daersh ditsrbitkan, kecuali
wman bahwa jungla wakdn
adam dilvar kekpasaanmya
tulzn Z(:;s.‘-e. Dae—mh hidak
'17‘,531

apzbila Wajib f2mbust dapar m
tarsebut idak depat 1|u-rm.hn ke

{4) Apupiia dal:

men2tanka

{11, maka keberzzn yaug diaiukan ters2

tibest thdak terimcz  dengEn

£y
i)

) Wewnnban
i sazs Simaksud pada Zy:E

e ey



B AR XTIV

PENGURAANGAN, KERINGANAN DAN PEMBERASAN RETRIBUSI

(1)

()

Pasal 23

Kepala Dacrah c2pat memberikan pengurangan, keringauan dan
pembebasan ratribusi.

Tata c2ra nemy
r2rbus) T3
Nervala Daurah

im pengurangan, keringanan dan pembebasan
<73 cimaksud avat (1) pasal ini ditetapkan oleh

BAB XV

PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETATAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKST ADMINTS TRASI

P
iip)

~
(")
~

)

(5)

DAN PIIVIBATALAN
Pasal 24

Wajib retonsi Cipat meieajukan permohonan pembetlan teraadap
SKRD, SKRD Jubatm SKPRD Tambzhan dan STRA yang driam
pecarbitanoya terdapat kesalunzn lulis, kesz'zhsn hitmg den atan
kereiruon  dalam  penerwpen  gpershman  Perundang-undzasan
* Retribusi C-erah.

{z.:ala Daerah aton Pejabat yang ditunjuk dapat ©

2 Meoguriaglan wix menghapiskan sanksi administrast berupa
xeringanzn 2izy kenakan retnbusi terutang menurst Perziuran
Dzemd i, coizm hal sacksi tersebut dikenakan karena
ekhilafan Wzjil Retribusi atau bulen karsna kesalahannya

b, Mepgurmgiom @an z=moatalian ketetapan retribust yang Gidak
segar.

Permononan pernbetulan sebegaimana diaaksu< pada ayat (1) pasal -

ini harus disampaiken secara terulis kepada Kepala Dazrah paling
lama 30 (tiga puivh) ban sejak tanggal diteima SKRD, SKRD
Jabatan, SKPD Tambzhan dan STRD der 12n memberitahukan
alasan yang jelas.

Kepala Daerah z:an Psjzbat veng ditmjuk paling lama 3 (bza)
buian sejak surat permohonan ditermma harus membenkan
U sopranear

Apapila izwar 3 (tig2) buian permobopan sebageimasa dimaksud
pada ayai (3) Pasal int, Xepala Dasrah atan Pejabal yeng ditmmjuk
lidak membenkan Kepumsan, make permeionan sebagaurina

dimaksud nada avat {1} oasal im dianggep diterima

B A3 XVI

TENGEABALLAN KZUEEHAN PEMBAYARAN



Pasal L]

(1) Atas kelebthen pembayaran retribusi, Wajio Retribusi dapat
wengajukan permokonan peugembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerzh dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permobonan kelebian pembayaran retribusi
sebagaimana dimoksud nvat (1) pasal ini barus membenkan
keputusan. '

Apabila delam janske wakty sebagaimera dimalsud ayat (2) pasal
ini telah dilarpaul dan Kepalz Dazrad tidak memberikan suatu
kevurusan,  permohonan pengembalizm pembeyaran retribusy
diangzap dikabulkan dan surat kstetapan Reiribusi Daerah lebib
bayar harus diterbitkan dalum jengka weltn paling lama 1 (s=m)
bulan.

~~
(PR
~—

Apzbila wajib rstribusi mempunya utmg retribusinya laimoya,
kelsbihan petebayaran remibusy sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal inl leagsurg diperhitungkan unnk meliast terlebih dahulu
utang retrioust tersebut.

—
+
-

(5) Pengewbalian pembdayaren retribusi sebegaimana dimaksud pada
zyal (1) pasal ini dilaiukan alam jangka wuktu paling lama 2 (cus)

bulan sejak diterbitkarnya SKRD )20ib Bayar.

~

Apabila peugembalian kelebihen perobayaran regibusi dilakukan
setelah lewat jemgks wakty 2 (dua) bulan, Kepala Dasrah
memberikan imbalan bunge sebesar 2 % {dua persrats) sebuian
atas keterlambatan pembayaran ke!=bihan retribusi.

(o

~

(7) Teta cara pengembalian  kelebihzn  pembayaran retribuat
sebagainima dimwksud ayat (1) pasal i ditetapkan denzzn
Keputusan Kepala DasraiL

BAB XVIL
PEMERIKSAAN
Pasal 16
(1) Kepala Dasrzh atau Pejabat yang diomjuk berwenzng melakukan

pemeriksasn unhk menguji kepsmbe kewejiden .pe.mbayzrzn
retribusi dalem rangia melaisanakan Peratran Deersh 1o

(?) Wajib Retribusi vang diperiksa wayib :

5 Memperlihatan den 2y meminjsmkan bulas atan cataten serta
dosumen laio yang Serfubungon devngas shick reribust |
J - . o ~
 Memberixan kesemparan kepsda Potuges yaog diimjuk uTiuk
memasuld teomat Aau ruangan veng granzgap periu can
pembenien banuan wma kelancaras pemeriksaan |

| \fzmberike keterangan yang diapgeen perle




BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 27

(1) Pengawasan dan pengendaiian tempat/lokasi penjualan iminuman
beralkchol di dasrab dilalukan oleh Kepala Dazrah dan tidak boleh
dilalaikan cleh pibak swasta.

(2) Untwk mengewasi dan mengendalikan tempatdokasi penjualan
minuman beraikobol, Kepala Daerah membentuk Tim yeng
beranggotnken dari Instansi yang terkait.

(3} Kepala Dazrah dapar membatasi dan menentukan jumlan dan jenis
minuman b*rmkohol yang dapeat dijual ditempat panjualan.

(4) Hasil pelaksanaan pengawasen dan pengendalian scbagaimana
dimaksud pads avat (1) pesal ini dilaporken kepada Gubemur
Kepala Daersh setiap tabun

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Pzlanggeran terhadap katetuag-katemtuan dalam Peraturan Daerah ind
dapat diancam dengun Prdana Kuungan seiema-lamanya 6 {znam) culae
atay d=nda setinggi-tingginya 4 (empat) kali rewribusi tzrutang.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 29
(1) Pejabat Neger: Sipil tertentn di Linghmgﬁn.}’emerinmh Dasrah
diberikan wew=nang khusus sebagai pemyidik untuk melakakan
Pc—nyi(lik:m Tiedak Pidana di bidang Retribust Dasrah sebagaimana
dimaksud dalam Undanz-undang Nomor & Tzhun 1981 tentang

Bukum Acara Pidana

{2) Wswenang Peuvicik szbagaimana dimaksud pads eyat (1) Pasal ini

adaiah :

a2 Menerima, mencart, menmummulkan dan menelin keteranga
atay lapoczen berkenan dengan undak pidara di bidang Refrbusi
Dazrah ;

b _\.{:nelil' 'I‘.»"lcm dan meaz: culAzn Xatern Rt

Sadan leotang -




pembnlasm, pencaatu dan dokuneu-dekimnon serly mefaxukan
penvitsin terhadn halar beddi tersebut;
Meminta bantia wozez ahti dadam rangka pelaksanaan lugas
peuyidiiean Tindzk Pidiar di Bidang Retrilust Daevah,
¢ Menvunid berhenti, melaraug sesccrang raeningaalkan mangan
. atan tzaqat pada suat ponteriksn sedang berlangsung dan
nemeriksn identilag orang dan atan dolumen yang dibawa
webugainmp: dimaksud padahorl e,
L Memoh=l seseerane vang berkuitan d2ngan Tindak Pidana
Rotibust Dasral: '
i, Metangeil otsng itk didengan keterangannya dan diperiksa
sobagai teramghe atan soksy;
i Menghadikan Peny ik
b Melakakan focdaban tan yang perlu untuk  kelancaran
putviciian Lindak Fidawa di Fidang Retribusi Dagrah pectuml
tndkura yrang deapat diperangmumgiavatdan

(33 Penyulik  sehanimona dimaksud  pada  aval (1) Pasal i,
mewmberitalukan Jinulaiuya penyidikan dan menyarnpaikean hasil
penyidikamys kepuda Penyidik sequty dengan ketentuan yang
diatur dataa Undane-undame Nowor 8 Tahun 1084 lentaug nbum

Acara Perdala
BAUW XX

= Kk TENTHAN PENUTUP

sl 30
) Phengas berlakimya Petabuan T it ini, viks Pernturan Dsevah Nemor
> Pnfwn 1958 tentwy  Pajal nlas izin Panjualan minuman vang
wmengisidung allehol. dinntalen dizabut das fidais herlak lagi.
Pasal 31
Hal-hal yang Loimz distue dalam Pararan Daerah ini sepanjang
mengenai privksamisuics wian diatur 1 hib Twsjui <leh Kepala Daerah.
' jrasal 32
Peratu an Deerad ini nndai barluku pada eual tanzzal divudangkan.
Agin soiap orang dapat mengelahainya wemermtzhkan, prug-undangan Peraburan
| Uerah ini densn penstepatznns dalinn Loibaran Daerah Kabupaten Dieraly Tinekat H
i Mg
Prrcropias oo nnasitodi
- Pada Tanpoal 13 Noustus 15O
DAY AN DI AR AN AR A RUPATTREPAL AR AT RAN
. DALRATINGE VT IENIAS PINGIOAT TENTAS,
REER TN .
dto

Jio
TEANPAZARO BT ARED Y e T ZANAREYY TovEd
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKAT E NIAS
NOMOR : 2.5 TAHUN 1998

) TENTANG
. RETRIBUST IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

L PENJELASAN UMUM
Bahwa sosuai dengan Undang-undang Nomoer § Telun 1974 t:rﬁng Pokek-pokok
Pemerintahan di Daerah, Paj2k dan Retrribusi merupaken sumber Pendaparan asli daerah
agar doeput mefaksanakan otonominya, yaite mempu mengsfer don Mengarus rumah
tangeanya seadin, maka segale tindaken veng measnpakan beban kepeda rakyat seperti
reprbusi hamis ditetaplon dalemy  suatt Porateron Ddersh i;.:um poaal SR avar {2)
Undzng-indang Nomor 5 Talun 1974 tentang pokok-pakek Pemeriniahen di Dagran. *
Sefalan dengan itu dengan mengzingat perkembsogen saat ini tarif izin penjualen
mines s vang menganding alkebol vang teich distr dalam Peratzan dasrah Nomor 2
Tabu: 1988 tent: ng Pajak atas penjuaian nuinwnan beratkohol periu cisempurnaian.
' Cahwa 12ia minuraan beraikoho! termuand: dalam remwibusi perizinan terteatu yoog

menjadi wewsnang Tingket I sesuni Peremwen Prmerinteh Nemer 20 Tohun« 1357

N tsntan~ Reiribusi Dasrah.
I. PASAL DEMIFASAT, .
Pasal 1butira side : Cukup jelas
Pasaf | butir .+ Yorg dimelsud tempal pepfualan minumen hergizohol
PO Iy N 1
t

dalam pasal ini termasuk peng
Pasal 2butir 1,2dan3  : Minuman berzlkohol golongan A, B dan C sep

Gimaksud daiwm kefenhym Peraturan Fermdang-imnaangan

yang berlak

tpron den ber termasuk

Perphiman  Porumdang-mczng  vand

Pariwisata
Passi 4 5/d 9 Cularm jelas
. Pasal 19 avat (1) dan (2) Panzlapan  O2SAT
: ditztapken 5 " &
13 % 04”1 lersehig pada aval (1) yeng Ziimng paaa
e -3 - SOERS 2 oo s =
| { Li!‘ 'Y‘("vv
2osal 11 wd 32 : C‘c.'q;p Jias




